
  0 
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI SIGI 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI 

NOMOR  1  TAHUN 2016 

 

TENTANG  

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI 

NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI 

TAHUN 2016 

 

SALINAN 



  1 
 

 

 

 

 

BUPATI SIGI  

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI 

NOMOR  1   TAHUN 2016 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI 
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 

TELEKOMUNIKASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIGI, 
 

Menimbang  :  a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 

sehubungan dengan uji materil atas penjelasan Pasal 
124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

 

Mengingat   : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4873);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 

33); 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI 

    dan  

BUPATI SIGI 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR             

7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN 

MENARA TELEKOMUNIKASI. 
 
 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi 

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 33) diubah sehingga 

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 8 

(1) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  
 

                       RPMT  =  TP  x  TR 

Keterangan  : 
RPMT  : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

TP   : Tingkat Penggunaan Jasa 
TR   : Tarif Retribusi 

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan 
pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi 

beban biaya. 
(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi 
yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian 

dan pengawasan menara telekomunikasi dengan 
memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, 
letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara. 

(4) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi : 

a. honorarium petugas pengawasa; 
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b. transportasi; 

c. uang makan; 
d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan 

stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi; 
e. alat tulis kantor;dan 
f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata. 

(5) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan standar harga yang 

berlaku di Daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Sigi.  

        

Ditetapkan di Sigi Biromaru 

      pada tanggal 11 April 2016 

BUPATI SIGI, 
 

ttd 

 

MOHAMAD IRWAN 
 

Diundangkan di Sigi Biromaru 

pada tanggal 11 April 2016 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI, 

 

    ttd 

 

                        R. NOLLY MUA 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 NOMOR 1 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,  

PROVINSI SULAWESI TENGAH : (11, 01/2016) 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya: 
KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI 

 
 

 

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si 

Pembina 

    Nip. 197005022000121004 
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PENJELASAN 

ATAS 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI 

NOMOR       TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN 

MENARA TELEKOMUNIKASI 

 

 

I. UMUM 

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  Nomor 
46/PUU-XII/2014, MK memutus aturan mengenai penetapan tarif 

retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2% seperti 
yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat.  

Penjelasan Pasal 124 UU 28 Tahun 2009 menegaskan bahwa 
tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan 

pengendalian sulit ditentukan penghitungannya, karena itulah 
ditentukan presentase 2% sebagai batas maksimal penetapan tarif 

retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Namun penjelasan 
demikian menggambarkan tidak terpenuhinya prinsip pemungutan 
pajak, baik prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan 

efisiensi. Padahal Pemerintah dalam memperluas objek baik pajak 
maupun retribusi seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip 

pemungutan pajak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak 
menimbulkan ketidakjelasan dalam penghitungan dan kesulitan 

penentuan tarif. Dengan demikian Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 
telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu sesuai dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah daerah perlu mengubah 
ayat (2) dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I  
Cukup jelas 

Pasal II 
 Cukup jelas 

 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 93 

 
 


